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Abstract

This study aims to analyze the comparison of digital
transformation implementation in regional budget (APBD)
management and its impact on the application of
transparency principles in the local governments of
Bojonegoro Regency and Madiun. The implementation of
digitalization, such as e-budgeting and regional financial
information systems, has become an important instrument
in improving transparency and public accountability
(Putra, 2023), while also expanding public access to
budget information through open data (Sari, 2022). This
study uses a qualitative approach with a comparative
study method through document analysis and observation
of regional government digital platforms. The results show
that digital transformation significantly contributes to
improving information  accessibility and fiscal
transparency (Rahman, 2024). However, its effectiveness
is influenced by human resource capacity, technological
readiness, and the commitment of local governments. This
study indicates that digitalization alone cannot fully create
transparency, but also depends on the quality of
implementation and information management.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan
penerapan transformasi digital dalam pengelolaan APBD
serta dampaknya terhadap proses penerapan prinsip
transparansi  di  pemerintahan  daerah  Kabupaten
Bojonegoro dan Kota Madiun. Penerapan digitalisasi
seperti e-budgeting dan sistem informasi keuangan daerah
menjadi suatu instrumen penting dalam meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas publik (Putra, 2023), hingga
membuka akses yang luas kepada masyarakat terhadap
informasi anggaran melalui open data (Sari, 2022). Teknik
analisis data dalam penelitian ini menggunakan
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pendekatan kualitatif dengan studi komparatif melalui
analisis dokumen dan observasi platform digital
pemerintah daerah. Hasil penelitian menegaskan bahwa
transformasi digital sangat berkontribusi terhadap proses
peningkatan aksesbilitas informasi dan transparansi fiscal
(Rahman, 2024). Namun, dalam efektivitasnya
dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia,
kematangan kesiapan teknologi, dan komitmen dari
pemerintah daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa
digitalisasi tidak sepenuhnya bisa melahirkan suatu prinsip
transparansi, melainkan bergantung pada kualitas
implementasi dan pengelolaan informasi yang baik.

Kata Kunci: Transformasi Digital, APBD, Transparansi
Anggaran, E-Budgeting

I. PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam pemerintahan merupakan suatu bentuk upaya dari reformasi
birokrasi yang berfokus untuk mengembangkan good governance dengan orientasi utama
untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, penerapan digitalisasi melalui e-government,
khususnya e-budgeting menjadi instrumen penting dalam meningkatkan transparansi serta
akuntabilitas APBD [1]. Proses digitalisasi memungkinkan proses perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi, hingga pelaporan anggaran dilakukan secara lebih terintegrasi. Beberapa penelitian
menunjukkan bahwa penerapan e-budgeting mampu meningkatan proses keterbukaan
informasi kepada publik serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah [2]. Selain itu,
pendayagunaan platform open data anggaran juga memberikan peluang secara luas bagi
masyarakat untuk mengakses dan mengawasi penggunaan anggaran [3].

Adanya asumsi mengenai digitalisasi secara otomatis menghasilkan transparansi perlu
dikritisi. Dalam praktiknya, tidak semua sistem digital itu mampu menghasilkan keterbukaan
informasi yang substansial. Sebagian daerah mengalami kendala dalam hal keterbatasan
sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta kurangnya komitmen untuk menunjukkan
data yang lengkap oleh masyarakat. Di samping itu, terdapat perbedaan dalam mengadopsi
dan mengimplementasikan digitalisasi dalam pengelolaan APBD [4]. Perbedaan ini
memungkinkan adanya ketidaksetaraan kapasitas kelembagaan dan kebijakan daerah. Oleh
karena itu, pendekatan komparatif diperlukan untuk mengidentifikasi perbedaan- perbedaan
tersebut sekaligus memahami faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini berfokus pada
daerah Kabupaten Bojonegoro dan Kota Madiun yang digunakan sebagai objek kajian untuk
menganalisis bagaimana transformasi digital APBD diimplementasikan serta sudah sejauh
mana dampaknya terhadap transparansi di pemerintahan daerah. Melalui metode komparatif,
dengan penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman mengenai efektivitas
digitalisasi dalam meningkatkan transparansi.

Il. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode komparatif antar daerah
untuk menganalisis implementasi transformasi digital dalam suatu pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berada di Kabupaten Bojonegoro dan Kota
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Madiun. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif, dengan fokus utama penerapan
sistem digitalisasi. Pendekatan ini dipilih untuk memahami perbedaan implementasi
digitalisasi APBD serta dampaknya dalam transparansi anggaran pada kedua daerah tersebut
[5].

Sumber data penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari studi laporan
keuangan daerah (LKPD), portal transparansi anggaran, website resmi pemerintah daerah,
serta beberapa jurnal yang relavan. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi
nonpartisipatif terhahadap platform digital pemerintah daerah. Selanjutnya, data yang telah
diperoleh kemudian dianalisis dengan Teknik analisis deskriptif komparatif melalui beberapa
tahapan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

I11. HASIL DAN PEMBHASAN

Hasil

3.1 Implementasi Transformasi Digital APBD di Kabupaten Bojonegoro dan Kota
Madiun

Implementasi transformasi digital dalam pengelolaan APBD di Kabupaten Bojonegoro
dan Kota Madiun menunjukkan adanya kesamaan dalam adopsi sistem berbasis elektronik
seperti e-budgeting dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Kedua daerah telah
mengintegrasikan teknologi digital dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan
anggaran sebagai bagian dari reformasi birokrasi.

Namun demikian, tingkat implementasi di kedua daerah menunjukkan perbedaan yang
cukup signifikan. Kabupaten Bojonegoro memperlihatkan tingkat inovasi yang lebih tinggi
melalui pengembangan platform open data yang memungkinkan akses publik terhadap
informasi anggaran secara lebih luas dan rinci. Sementara itu, Kota Madiun cenderung masih
berfokus pada digitalisasi proses administratif internal, sehingga keterbukaan informasi
kepada publik belum sepenuhnya optimal.

3.2 Dampak Transformasi Digital terhadap Transparansi Pemerintahan Daerah

Transformasi digital terbukti memberikan kontribusi terhadap peningkatan transparansi,
khususnya dalam aspek aksesibilitas informasi anggaran. Di Kabupaten Bojonegoro,
ketersediaan portal open data memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi APBD
secara lebih terbuka, yang pada gilirannya mendorong partisipasi publik dalam pengawasan
anggaran. Sebaliknya, di Kota Madiun, meskipun sistem digital telah diterapkan, transparansi
yang dihasilkan masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya informatif bagi
masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan sistem digital tidak secara otomatis
menghasilkan transparansi yang substantif.

3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Transformasi Digital

Analisis komparatif menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor kunci yang
memengaruhi efektivitas transformasi digital dalam meningkatkan transparansi, yaitu:

1) Kapasitas sumber daya manusia (SDM). Daerah dengan SDM yang memiliki
kompetensi digital yang memadai cenderung mampu mengelola dan mengembangkan
sistem informasi secara optimal. Sebaliknya, keterbatasan SDM dapat menghambat
pemanfaatan teknologi secara maksimal.

2) Kesiapan infrastruktur teknologi. Infrastruktur yang tidak memadai akan berdampak
pada keterbatasan akses dan integrasi sistem, sehingga mengurangi efektivitas
digitalisasi dalam mendukung transparansi.
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3) Komitmen pemerintah daerah (political will). Transparansi sangat dipengaruhi oleh
sejauh mana pemerintah daerah memiliki komitmen untuk membuka informasi
kepada publik. Tanpa adanya komitmen tersebut, sistem digital cenderung hanya
digunakan sebagai alat administratif.

4) Kualitas pengelolaan informasi. Informasi yang disajikan harus bersifat komprehensif,
akurat, dan mudah dipahami oleh masyarakat agar transparansi dapat terwujud secara
substantif.

3.4 Analisis Komparatif antara Kabupaten Bojonegoro dan Kota Madiun

Berdasarkan hasil analisis, Kabupaten Bojonegoro menunjukkan tingkat transparansi
yang relatif lebih tinggi dibandingkan Kota Madiun. Hal ini ditandai dengan ketersediaan
data anggaran yang lebih lengkap, akses publik yang lebih terbuka, serta adanya inovasi
dalam penyediaan platform open data. Sebaliknya, Kota Madiun masih berada pada tahap
penguatan sistem digital yang lebih berorientasi pada efisiensi internal dibandingkan
transparansi eksternal. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital di setiap daerah
tidak menghasilkan dampak yang seragam, melainkan sangat dipengaruhi oleh strategi
implementasi dan kapasitas kelembagaan masing-masing daerah.

Pembahasan

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak
semata-mata ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur atau keberadaan sistem teknis,
melainkan sangat bergantung pada orientasi kebijakan pemerintah daerah dalam
memanfaatkan teknologi sebagai instrumen transparansi. Integrasi antara keberadaan sistem
dan komitmen institusional menjadi fondasi utama dalam menciptakan tata kelola keuangan
yang efektif. Hal tersebut sejalan dengan pandangan [6] yang menyatakan bahwa
keberhasilan e-budgeting ditentukan oleh integrasi sistem dan komitmen institusional secara
mendasar. Argumen ini diperkuat oleh temuan [7], yang menekankan pentingnya
pemanfaatan teknologi secara optimal untuk meningkatkan akuntabilitas fiskal di tingkat
daerah.

Komitmen institusional, efektivitas transformasi digital dalam ruang publik sangat
ditentukan oleh kualitas pengelolaan serta penyampaian data kepada masyarakat. Asumsi ini
sejalan dengan pemikiran [8] yang menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik
bergantung pada kualitas penyajian data, bukan sekadar pada digitalisasi sistem. Lebih lanjut,
temuan dalam [9] menegaskan bahwa efektivitas e-budgeting dalam meningkatkan
transparansi sangat dipengaruhi oleh sejauh mana informasi tersebut dapat diakses, dipahami,
dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Tanpa kemudahan aksesibilitas dan klaritas data,
keberadaan platform digital tidak akan mampu mendorong partisipasi publik maupun
pengawasan sosial yang substantive [10].

Dengan demikian, keberhasilan implementasi e-government dipengaruhi oleh faktor
teknologi, organisasi, dan sumber daya manusia secara simultan. Kerangka ini mempertegas
bahwa transformasi digital bukan merupakan tujuan akhir dari reformasi birokrasi, melainkan
sebuah instrumen yang efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas implementasi dan tata
kelola informasi [11]. Oleh karena itu, tanpa didukung oleh komitmen transparansi dan
pengelolaan yang baik, digitalisasi berpotensi hanya menjadi formalitas administratif semata.
Kebijakan publik di daerah idealnya mampu menyelaraskan ketiga faktor tersebut agar
modernisasi tata kelola dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan akuntabilitas
pemerintahan.
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Bojonegoro memiliki
tingkat implementasi transformasi digital yang jauh lebih maju dibandingkan dengan Kota
Madiun. Bojonegoro memanfaatkan platform open data yang memiliki kegunaan memperluas
akses untuk masyarakat terhadap informasi APBD. Kondisi ini membuat transparansi
anggaran di Kabupaten Bojonegoro lebih transparan sekaligus mendorong parrtisipasi public
didalam pengawasan pemerintahan. Di sisi lain, Kota Madiun lebih beriorientasi pada
efiseinsi administrasi internal melalui sistem digitalisasi. Walaupun dalam pelaksanaannya
sisitem digital telah diterapkan, namun keterbukaan informasi secara transparansi kepada
masyarakat masih belum sepenuhnya maksimal. Perbedaan tersebut menjelaskan bahwa
keberhasilan suatu proses transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh keberadaan
teknologi tetapi oleh kualitas pengelolaan infoemasi, kapasitas SDM, serta kesiapan
infrastruktur yang baik, dan adanya komitmen pemerintah daerah sendiri.
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